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PUTUSAN

Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H     A G U N G

memeriksa  perkara  tindak  pidana  khusus  pada  tingkat  kasasi  yang

dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama    : HENDRI GUSTIJAYA;

Tempat Lahir    : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/22 Agustus 1997;

Jenis Kelamin       : Laki-laki;

Kewarganegaraan  : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan  Ancol  Selatan  RT.009  RW.007,

Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung

Priok, Jakarta Utara;

Agama            : Kristen;

Pekerjaan            : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana

dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta;

Atau

Kedua : Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana

dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta;

Atau

Ketiga : Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana

dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa HENDRY GUSTIJAYA,  terbukti  bersalah secara

sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan/atau tanpa

izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  melakukan  pelanggaran  hak

ekonomi  pencipta  untuk  melakukan  penerbitan  ciptaan,  penggandaan

ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya,

dan/atau  pengumuman  ciptaan  untuk  penggunaan  secara  komersial”,

sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dakwaan Kedua);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar

Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  apabila  denda  tidak  dibayar

maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) unit Android TV Box merk SVI Cloud warna dus biru;

2. 17  (tujuh  belas)  unit  Android  TV  Box  merk  SVI  Cloud  warna  dus

merah;

3. 40 (empat puluh) unit Android TV Box X 88 pro warna dus biru;

4. 12 (dua belas) unit Android TV Box EV PAD 5P warna dus hitam;

5. 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk 64 GB;

6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 ultra warna hitam

serial number RR8N802NESW No HP 082113892010;

7. 1 (satu) buah perangkat EVPAD yang dibeli dari Hendri Net Solution;

8. 1  (satu)  buah  perangkat  SVI Cloud  yang  dibeli  dari  Hendri  Net

Solution;

Poin 1 sampai dengan poin 8 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) lembar asli nota pembelian perangkat  SVI Cloud 3 PRO dari

Hendri Net Solution tanggal 7 Desember 2020;

10. 1 (satu) lembar  asli nota pembelian perangkat  Evpad dari Hendri Net

Solution tanggal 7 Desember 2020;

11. 1 (satu)  bendel dokumen pendukung berupa informasi akun dan data

transaksi akun dengan nama Hendri Net Solution;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Poin 9 sampai dengan poin 11 tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Sandisk;

Dikembalikan kepada Saksi Johan Nathaniel Ega;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara Nomor

820/Pid.Sus/2021/PN  Jkt.Utr  tanggal  28  Desember  2021 yang  amar

lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa HENDRY GUSTIJAYA,  terbukti  bersalah secara

sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau tanpa ijin

pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan

dengan cara pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk penggunaan

secara komersial”, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dakwaan Kedua);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah)  apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) unit Android TV Box merk SVI Cloud warna dus biru;

2. 17  (tujuh  belas)  unit  Android  TV  Box  merk  SVI  Cloud  warna  dus

merah;

3. 40 (empat puluh) unit Android TV Box X 88 pro warna dus biru;

4. 12 (dua belas) unit Android TV Box EV PAD 5P warna dus hitam;

5. 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk 64 GB;

6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 ultra warna hitam

serial number RR8N802NESW No HP 082113892010;

7. 1 (satu) buah perangkat EVPAD yang dibeli dari Hendri Net Solution;

8. 1  (satu)  buah  perangkat  SVI Cloud  yang  dibeli  dari  Hendri  Net

Solution;

Poin 1 sampai dengan poin 8 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) lembar asli nota pembelian perangkat  SVI Cloud 3 PRO dari

Hendri Net Solution tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar  asli nota pembelian perangkat  Evpad dari Hendri Net

Solution tanggal 7 Desember 2020;

11. 1 (satu)  bendel dokumen pendukung berupa informasi akun dan data

transaksi akun dengan nama Hendri Net Solution;

Poin 9 sampai dengan poin 11 tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Sandisk;

Dikembalikan kepada Saksi Johan Nathaniel Ega;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta Nomor

56/PID.SUS/2022/PT  DKI  tanggal  27  April  2022  yang  amar  lengkapnya

sebagai berikut:

- Menerima banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  tanggal  28

Desember  2021  Nomor  820/Pid.Sus/2021/PN  Jkt.Utr  yang  dimintakan

banding tersebut;

- Menetapkan lamanya Terdakwa pernah ditahan dikurangkan seluruhnya

dari lamanya pidana tersebut; 

- Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  dalam  kedua  tingkat

peradilan  yang  dalam  tingkat  banding  sebesar  Rp2.000,00  (dua  ribu

rupiah);

Membaca  Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor  820/Akta

Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Penuntut

Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Utara   mengajukan  permohonan

kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca  Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor  820/Akta  Pid.Sus/

2021/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta

Utara  yang  menerangkan  bahwa  pada  tanggal  6  Juni  2022,  Penasihat

Hukum  Terdakwa  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  tanggal  6  Juni  2022

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa  mengajukan permohonan kasasi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2022 dari Penuntut Umum

pada  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Utara  sebagai  Pemohon  Kasasi  I  yang
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diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16

Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2022 dari Terdakwa sebagai

Pemohon  Kasasi  II  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Jakarta Utara pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Utara   tersebut  pada  tanggal  23  Mei 2022  dan  Penuntut  Umum  pada

Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Utara   mengajukan  permohonan  kasasi  pada

tanggal  3 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada  tanggal  16  Juni  2022. Dengan

demikian,  permohonan  kasasi  beserta  dengan  alasan-alasannya  telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Utara  tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei

2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

6  Juni 2022 serta  memori  kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  pada  tanggal  6  Juni  2022. Dengan

demikian,  permohonan  kasasi  beserta  dengan  alasan-alasannya  telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/

Penuntut  Umum dan  Pemohon Kasasi  II/Terdakwa dalam memori  kasasi

selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi  I/Penuntut  Umum  dan  Pemohon  Kasasi  II/Terdakwa  tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa  alasan  kasasi  Penuntut  Umum  sebagaimana  jelasnya  termuat

dalam  memori  kasasinya  tanggal  16  Juni 2022  pada  pokoknya

menyatakan  bahwa  lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  terhadap
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Terdakwa  terlalu  ringan,  sehingga  tidak  setimpal  dengan  perbuatan

Terdakwa yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh Mola TV dan

tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;

- Bahwa  alasan  kasasi  Terdakwa  sebagaimana  jelasnya  termuat  dalam

memori kasasinya tanggal 6 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan:

A. Bahwa judex facti salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena

dalam perkara ini Terdakwa bukan pelaku tunggal yang menyebabkan

kerugian  bagi  PT.  Mola  TV,  karena  peralatan  yang  Terdakwa  jual

berupa TV Box Black and Red dan Bein Sport tanpa izin dari PT. Global

Media Visual (Mola TV), tidaklah serta merta pengguna bisa menerima

siaran  langsung  Liga  Primer  Inggris,  tetapi  penerima  siaran  harus

terlebih  dahulu  memperoleh  atau  menggunakan  kode  6868.  Dalam

perkara a quo Terdakwa memperoleh kode 6868 dari Paul (DPO) dan

Kathy (DPO) melalui Rudi Hartono dan Paiman, sedangkan Paul dan

Kathy  tidak  diajukan  secara  bersama-sama  dengan  Terdakwa,  jadi

seharusnya  Penuntut  Umum  menerapkan  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1

KUHP, karena ada pelaku materiil dan pelaku intelektual dan yang turut

melakukan;

B. Bahwa  putusan judex  facti  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  karena

lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  terlalu  berat,

berlebihan seperti  balas dendam dan sangat jauh dari  rasa keadilan

serta menimbulkan disparitas yang sangat mencolok;

- Bahwa  alasan  kasasi  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa  tidak  dapat

dibenarkan  karena  putusan judex  facti/Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta

yang  menguatkan putusan judex  facti/Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara

yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau tanpa ijin pemegang hak cipta

melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  yang  dilakukan  dengan  cara

pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya  untuk  penggunaan  secara

komersial",  tidak  salah  dan  telah  menerapkan  peraturan  hukum

sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan judex facti  juga  telah  mempertimbangkan fakta  hukum

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di  muka sidang,  yaitu  pada tanggal  7 Desember 2020

pukul 9.38 WIB Saksi Riza dan Saksi Kevin menemukan iklan bernama

Hendri  Nei:  Solution  yang  menjual  SVICLOUD  3  PRO  dengan  judul

"SVICLOUD 3 PRO INDONESIA 8K 4GB/32GB 9CORE WIFI 2.4/5.8GHZ

ANDROID 10-KEYBOARD 18" yang dijual seharga Rp2.300.000,00 (dua

juta tiga ratus ribu rupiah).  Kemudian setelah Saksi  Riza Rahman dan

Saksi  Kevin Kristianto menghubungi  penjual  yang ada di  iklan tersebut

dan ternyata pemilik iklan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa  Terdakwa  menjelaskan  kepada  Saksi  Riza  dan  Saksi  Kevin

tentang  keunggulan  SVICLOUD  3  PRO  yaitu  salah  satunya  dapat

menonton tayangan Liga Inggris secara langsung dan terbukti Saksi Riza

dan Saksi Kevin saat Terdakwa memperaktekkan alat tersebut di rumah

Terdakwa di  jalan Ancol  Selatan dengan mempergunakan alat  tersebut

yang  dihubungkan  ke  perangkat  TV  sehingga  memunculkan  atau

menayangkan siaran langsung TV pertandingan Liga Inggris;

- Bahwa kemudian Saksi  Riza dan Saksi  Kevin melaporkan kepada Tim

Legal  Mola  TV (PT.  Global  Media  Visual)  sebagai  pemegang hak siar

Premier League di Indonesia dan Timor Leste, ternyata Terdakwa telah

menjual  perangkat  tersebut  sejak  bulan  Oktober  2019  sampai  dengan

Maret  2021.  Terdakwa  memperoleh  alat  tersebut  dari  Paul  dan  Kathy

melalui Rudi Hartono dan Paiman. Sedangkan untuk menonton tayangan

Liga Inggris harus memasukkan kode 6868 yang diberikan oleh Paul dan

Kathy melalui Rudi Hartono dan Paiman kepada Terdakwa;

- Bahwa meskipun Paul (DPO) dan Kathy (DPO) tidak diajukan ke muka

persidangan  bersama-sama  dengan  Terdakwa  karena  melarikan  diri,

namun perbuatan Terdakwa tersebut tetap telah melakukan pelanggaran

hak cipta atas Mola TV yang merupakan nama sistem elektronik dan jenis

sistem  elektronik  sektor  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dari

penyelenggara  PT.  Global  Media  Visual  yang  telah  dicatat  dalam

perjanjian  lisensi  hak  cipta  atas  hak  nomor  000150347  yang  berlaku

selama  20 (dua  puluh) tahun,  sehingga  menjadikan  Mola  TV  sebagai

pemegang lisensi tunggal atas tayangan Sepakbola Liga Premier Inggris;
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- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikan rupa itu telah memenuhi

semua unsur tindak pidana Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dakwaan alternatif Kedua;

- Bahwa dengan demikian putusan judex facti  yang menjatuhkan pidana

kepada  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan

pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  apabila

denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3

(tiga)  bulan,  tidak  melampaui  kewenangannya  dan  telah

mempertimbangkan  dengan  cukup  semua  keadaan  yang  melingkupi

perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan

yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum  dan Terdakwa berkenaan

dengan  penilaian  hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan  tentang

sesuatu  kenyataan.  Hal  tersebut  tidak  dapat  dipertimbangkan  dalam

pemeriksaan  tingkat  kasasi,  karena  pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi

hanya  berkenaan  dengan  apakah  benar  suatu  peraturan  hukum  tidak

diterapkan/diterapkan  tidak  sebagaimana  mestinya,  atau  apakah  benar

cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  ketentuan  undang-undang,

dan  apakah  benar  Pengadilan  telah  melampaui  batas  wewenangnya,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan

ternyata  pula  putusan  judex  facti  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan

dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  dari

Pemohon  Kasasi  I/Penuntut  Umum dan  Pemohon  Kasasi  II/Terdakwa

tersebut dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari  Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

pada  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Utara  dan Pemohon  Kasasi

II/Terdakwa HENDRI GUSTIJAYA tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar  biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah Majelis  Hakim

pada hari  Rabu, tanggal  9 November 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H.,

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis,  H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan  Jupriyadi,

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis  yang dihadiri  Hakim-Hakim Anggota,

serta Ayu Amelia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,                                                  Ketua Majelis,

               Ttd./                                                                       Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.      Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

              Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih  ,   S  .  H., M.Hum  .  

NIP. 19611010 198612 2 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9


